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ABSTRAK

Sherly Fardila, 2003 / 44832 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan
Kendala - Kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan
Laporan Keuangan
Pembimbing : 1. Dra.Mirna Tanjung,MS
2. Deviani, SE,Ak

Penelitian ini melihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala -
kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan.
Perumusan Masalahnya adalah (1) Sejauh mana Pemko Padang mampu menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintah dan (2) Kendala — kendala apa saja yang dihadapi oleh
Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan
Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
di Pemerintah Kota Padang.(2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh
Pemko Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui
Sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala — kendala yang
dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
Dinas — dinas yang ada di Kota Padang dan Bendahara Umum Daerah dengan metode
pengambilan sampel Random Sampling dan sampel yang diambil sebanyak 7 Dinas dan
Satu Bendahara Umum Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan
wawancara kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Umum Daerah serta data sekunder berupa Laporan Keuangan. Adapun teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Kota Padang secara implisit
belum mampu menerapkan SAP dengan banyaknya Dinas yang belum selesai dalam
menyusun Laporan Keuangan (2) Adanya kendala — kendala yang dihadapi oleh Pemko
Padang yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi, kurangnya pelatihan —
pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang.

Dari Penelitian ini penulis sarankan kepada Pemko Padang agar memberikan
rentang waktu antara sosialisasi dengan penerapan, melakukan pelatihan — pelatihan lebih
banyak lagi mengenai penerapan SAP dengan perwakilan tiap dinas lebih dari satu orang
dan memberikan beasiswa pendidikan sesuai dengan jurusan tempat ia bekerja.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan sistem akuntansi pada Pemerintahan sebelum dilakukan
reformasi pengelolaan keuangan Negara, masih menerapkan sistem pencatatan
single entry. Pada sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan
mencatat satu kali, dimana pada transaksi ekonomi yang berakibat
bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi
yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat
dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang
dan utang, apalagi catatan aktiva tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga
selama ini pemerintah kita tidak pernah menampilkan laporan realisasi
anggaran sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum Kkita kenal
guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga
karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas, pada basis
ini hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan
akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa

dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara
baik pada pemerintah pusat dan daerah terutama dengan ditetapkannya

Undang — Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang



menyebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa
laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas
Laporan Keuangan. Walaupun telah ditetapkan Undang — Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya mengatur tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), namun pemerintah baik pusat maupun daerah belum bisa menyusun
laporan keuangan dimaksud. Hal ini disebabkan belum tersedianya standar

yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan tersebut pada saat itu.

Standar Akuntansi Pemerintahan ini dinilai urgent dan harus
dilaksanakan sesegera mungkin, agar terdapat keseragaman dalam penyajian
laporan keuangan di seluruh daerah di Indonesia. Ditetapkannya SAP maka
telah terpecahkan kebutuhan standar untuk penyusunan laporan keuangan
pada pemerintahan baik pusat maupun daerah dan dengan diberlakukannya
SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah akan
terwujudnya Good Goverment Governance sehingga bisa mencegah praktik
KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam pengelolaan keuangan Negara
dan keuangan daerah. Pada tanggal 13 Juni 2004, SAP terbentuk dan
dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi merupakan konsekuensi dari



Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan PP
No 105 Tahun 2000 dan UU No 17 Tahun 2003, yang mengamanatkan
penyajian laporan keuangan pusat dan daerah disusun berdasarkan akuntansi

pemerintahan.

Menurut (Kompas : 28/11/2007) pada pemerintah pusat itu sendiri dalam
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum memadai, hal
ini bisa terlihat dengan hasil audit dari BPK yang menyatakan bahwa LKPP
berstatus disclaimer. Panitia Anggaran menilai masalah sumber daya manusia
merupakan faktor krusial menyangkut LKPP tahun anggaran 2005.
Pemerintah dinilai baru mampu memperbaiki status disclaimer tersebut pada
tahun 2009. DPR meminta agar BPK mengaudit ulang LKPP tahun anggaran
2005, DPR menilai audit ulang dilakukan pada pemeriksaan kinerja atas
pengelolaan utang pemerintah tahun anggaran 2005 dan 2006 yakni pada pos
penganggaran dan pengeluaran penganggaran. Misalnya pelunasan obligasi
dalam negeri jangka panjang dibebankan pada mata anggaran yang tidak
sebenarnya. Selain itu, penarikan dan penyaluran Surat Utang Nomor
005/MK/199 di lakukan tanpa melalui mekanisme APBN. Pemeriksaan ulang
juga harus dilakukan terhadap penyajian saldo utang bunga atas pinjaman luar
negeri dalam neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2005 sebesar Rp 21,7
Triliun. Selain itu masih ada nilai piutang pajak tahun anggaran 2005 dan
2006 yang tidak didasarkan pada catatan akuntansi yang memadai dan

pengungkapannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Prosedur



pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak juga dinilai tidak sesuai

dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ditetapkan.

Prinsip utama dalam upaya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
adalah mengadministrasikan dan menyusun laporan keuangan daerah agar
didapatkan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi pelaporan baik Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun tingkat
Propinsi, Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Sumatera Barat dengan
ibukota Padang merupakan salah satu propinsi yang sedang berkembang saat
ini. Di Padang itu sendiri penerapan SAP baru dilakukan tahun 2007. Dalam
penerapan SAP itu sendiri belum sepenuhnya sempurna, dikarenakan sumber
daya manusianya belum siap menerima perubahan sistem dalam pencatatan,
dimana sebelumnya Pemerintah Kota Padang tidak menerapkan SAP dan
kurangnya pelatihan — pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang
itu sendiri, sehingga Pemerintah Kota Padang mengalami kendala-kendala

dalam proses penerapan SAP tersebut.

Mencermati hal di atas, perlu kiranya mengetahui bagaimana penerapan
dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam
penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk
menganalisis apakah Pemerintah Kota Padang telah menerapkan SAP dengan
baik atau tidak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapinya, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian, dalam bentuk skripsi dengan judul :



” Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala-kendala yang

dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan

Keuangan ”

B. ldentifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah :

1. Apakah Pemerintah Kota Padang telah menyusun laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ?

2. Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mampu menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah ?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang
dalam proses penerapan Standar Akuntansi ?

C. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mampu menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah ?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang
dalam proses penerapan Standar Akuntansi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan di Pemerintah Kota Padang

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemko

Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.



. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
Untuk Peneliti, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar, SE
pada Fakultas Ekonomi UNP.
Penelitan ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan
mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah Kota
khususnya di Padang.
Bagi lembaga terkait sebagai masukan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintah
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih dalam lagi

mengenai penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan daerah.



BAB 11
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
A. Kajian Teori
1. Standar Akuntansi Pemerintah
a. Pengertian Standar Akuntasi Pemerintah

Menurut (SAP : 2005) sebagai berikut :

” Prinsip — prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah. ”

Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

b. Kedudukan Standar Akuntasi Pemerintah

Menurut (SAP : 2005) sesuai dengan Undang — undang Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan
daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya
pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dengan SAP.

c. Ruang Lingkup Standar Akuntasi Pemerintah

Menurut (SAP : 2005) SAP diterapkan di lingkup pemerintahan
yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di
lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan

perundang — undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan



laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan

secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.

2. Laporan Keuangan
a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2005 : 247) Laporan keuangan disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.

Menurut (SAP : 2005) Setiap entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik



2)

3)

4)

Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk
kepentingan masyarakat.
Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang — undangan.
Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.

Menurut Bastian (2005 : 247) mendefinisikan laporan

keuangan sebagai berikut :

” Representasi posisi keuangan dari transaksi — transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas .”
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Menurut (SAP : 2005) mendefinisikan laporan keuangan sebagai
berikut :

Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi—transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. ’
b. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut Bastian (2005 :
247) adalah :

” Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar
pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya
untuk mencapai tujuan.”.

Secara khusus tujuan laporan keuangan menurut Bastian (2005 :
247) adalah :

”  Menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan
keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya
yang dipercayakan, dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber — sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya keuangan atau finansial.

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi
kewajiban serta komitmennya.

4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas

dan perubahan di dalamnya.
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5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi
kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian
tujuan.

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut (SAP : 2005)
adalah :

” Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya. ”

Secara spesifik tujuan laporan keuangan Pemerintah menurut (SAP
: 2005) adalah :

Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi.

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya.

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

6) Menyediakan informasi mengenai potensi peemerintah untuk

membiayai penyelenggaran kegiatan pemerintah.



12

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi
yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang
berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Komponen Laporan Keuangan
Menurut (SAP : 2005) Komponen — komponen yang terdapat

dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai
Realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dari suatu
entitas pelaporan yang masing — masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal — hal
yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal,
sebab — sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran

dan realisasinya.



Tabel 1
Format Laporan

Gontoh Format Laporan Realisasi Angoaran Pemerintah Kagupatenkota

PEMERINTAH KABUPATENKOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA

UNTUK TAHUN'YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESENBER 20K1 dan 200

13

{Dalam Rupiah)

Anggaran |Reaisast | . | Realisasi
0. (RN o | ||
1 [PENDAPATAN
7|  PENDAPATAN ASLIDAERAH
3 Pendapatan Pajak Daarah it i i it
4 Pendapatan Retibusi Dagrah il i i il
] Pendapztan Hasil Panelolzan Kekayaan Daetah yang Dipisahkan | oo i i il
i Lain-[ain PAD yang san il i i il
! Jumlah Pendapatan Ash Daerah (3 s/ 6) 0o | N0 ] 00K
3
3|  PENDAPATAN TRANSFER
0 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Fajak i 3o 0 i
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam it i i it
13 Dana Alnkas! Uratm it i i it
it Dana Alokasi Khusus it i i it
15 Jumlah Pendapatan Transter Dana Perimbangan (11sd14) | oo | w0 ] 00K
18
il TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Dtonomi Knusus o i i o
1Y Dana Peryesyaian i i i i
il Jumlah Pendapatan Transter Pemermtah Pusat - Lamiya {18{ X000 | XX XX K00
11
1 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
K Pendapatan Bagl Hasil Pajak i i it i
i Fendapatan Bagl Hasil Lainnys i ol i i
15 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s 24) OO | N ] 000K
1b Total Pendapatan Transfer (15 +20 + 15) XY | NN XK Y
i)
8| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
2 Pendapatan Hibah i 3o [ i
30 Pendapatan Dana Danurat i i 0 i
31 Pendapatan Lainnva it i i it
i Jumlah Lain-lain Panclapatanyang Sah (29 51l 31) XX 1 i XX
3 JUMLAHPENDAPATAN {7 + 26 + 32) KO | XXX ] HHXX
i
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35 |BELANJA
k5] BELANJA OPERASI
37 Belanja Fegawai [ 0 0 e
38 Helanja Barang 00 300 i 0
349 Bunga W W Wi O
40 Subsidi HE 0 T W
41 Hibgh e f i W
42 Bantuan Sosial W WL s H
43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) MY MMM WM WX
x|
45 BELANJA MODAL
45 Belanja Tanah O 0 Ee O
4i7 Belanja Feralatan dan Mesin W HHL HE Hio
48 Belanja Gedung dan Bangunan W o W Wi
48 Belanja Jalan, lrinasi dan Jatingan Wi HWHAL Wi HG
A0 Belanja AsetTetap Lainnya o 0 W fey
a1 Helanja hoetLainnya o 0L i o
52 Jumilah Belanja Modal (46 sid 51} KAAK HHKK KH WK
53
54 BELANJA TAK TERDUGA
55 Belanja Tak Terduna HEH o W Wi
jila} Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s4l 55) HAM HHNX X MR
&7 JUMLAH BELANJA {43 + 52 + E§) HHMXK MM wH MMMK
1]
59 |[TRANSFER
1] TRANSFERBAGI HASIL KEDESA
1 Hagi Hasil Pajak W, W WK 3
62 Baui Hasil Retribusi W W W iz
63 Bagi Haszil Pendapatan Lainmya WO W i ey
G4 JUMLAH TREANSFEREAGIHASIL KE DESA {61 /i 673) MM MMM wX X
G5
2] SURPLUS DEFISIT (33 - 64) KAK KRR RN KAK
A7
fig [PEMBIAYARN
[i1z]
10 PENERIMARAN PEMBIAYAAN
T Fengounaan SiLFA fitd o W fat
T2 Pencairan Dana Cadangan fitd o W it
73 Hasll Penjuzlan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan fae W W e
74 Finjarnan Dalam Megeri - Femerintah Pusat fitd o W it
75 Pinjaman Dalam Megeri - Femerintah Dagrah Lainra i i i i
76 Finjaman Dalam MNegeri - Lembaga Keuangan Bank W W e fari
7 Finjarnan Dalam Megeri - Lembaga Keoangan Bukan Bank W o W WO
78 Finjaman Dalam MNederi - Obligasi W O i i
74 Finjarnan Dalam Megeri - Lainnya fitd o frd it
] Penerimaan Kembal Finjaman kepada Perasanzan Negara W o W WO
1 Fenetimaan Kemball Finjaman kepadz Perlsahaan Daetah fre W i W
a2 Penerimaan kKembal Finjaman kepada Pemerintah Caerah Lainnya W f W W
43 Jumlah Penerimaan {71 s/d 82} KHHX HHHX KK KHHK
iE)
85 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
[ila] Permbentukan Dana Cadanoan W O i i
a7 Fermertzan Modal Pemeriniah Daerah o frd H i
4a Permbayaran Pokok Finjaman Dalam Megeri - Pemerintah Pusat WK o HH i
a9 Permbayaran Pokok Finjaman Dalam Meger - Pem erintah Daerah L f fd ke i
a0 Permbayaran Fokok Finjaman Dalam Megeri - Lambaga kKezuangan B WK o HH i
1 Pembayaran PoOkok Pinjaman Dalam Megeri - Lembaga Keuangan B #x HHE HH i
a2 Permbayaran Pokak Pinjaman Dalam Megeri - Ohligasi W o W Wi
13 Permbayaran Pokok Pinjaman Dalam MHegeri - Lainrya W o HH W
i Pembetian Finjaman kepada Perasahaan Negara W HHH Er W
34 Permberian Finjaman kepada Ferasahzan Daerah O fred W W
an Permberian Finjaman kepada Pemerintabh Caerah Lainnya W o HH W
a1 Jumlah Pengeluaran (86 sil 90) WHX WL 33 WX
97 PEVBIAYAAN HETO (83 - 91) YRRX HHHX [ W0
a3
44 Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran {66 + 92) YK HHNX XX WX
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.
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Tabel 2
Format Neraca

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20051 DAN 200

Dialam Rupeah

Mo Uraan 20X1 2100
1 ASET
2
3 WSET LANCAR
4 Foas i las Daecah ANX XXX
5 koas di Bendahara |Jlll.E'I'I_II.|IZIIl AN KX
[ koas ch Bendahara Penenimaan ANX XXX
Investasi Jangka Pendek AHK AN
b AKX XXX
9 XXX EXX
113 nnuan kepada Pernsahaan M AN XXX
11 naman kepada Perusahaan Daeah ANX XXX
1z npaman kepada Pemerintal Pusat AN XXX
13 npaman kepada Pemenntah Daerah Lamnnya AKX XXX
14 war Tag ANK NXX
13 v Tty ANK NXN
lix Pantang Lannya ANK XXX
1 AEN XX KXX
15 Jumlah Aset Lancar (4 5/d 17) XX XX
19
20 INVESTASI JANGEA PANJANG
Investas: Nonpermanen
_:lll:.I:'l'l'.|:1 JangEa anpng XX NEX
51 lakam Suear U XK XXX
um Provek Pembangumn AKX XXX
25 PErIrE e |.:|i|'.:1_'.'.| XXX KX
el Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 25) AN XX
z 1= Permanen
o] Penverraan Modal Pemerintah Daerah AKX XXX
0 Ivvesr omanen Lamnya AHX XXX
i Jumlah Investasi Permanen (28 5/d 29) XX XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 30) NN WK
\SET TETAP
Tanah AN NXX
¥ Peralitan dan Mesin ANX NXX
k133 AKX XXX
3 ] ANX XXX
wser Terap La ANK NXN
39 Foonareuks un Pengenaan AN XXX
40 Whumubas Penyusuran XXX] EXNX
41 Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) AN XX
42
43 DANA CADANGAN
44 dana Cadangan AKX XXX
45 Jumlah Dana Cadangan (44) XXX XXX
41
4 WSET LAINNY A
S [+ Penjua \gsiiein ANK KXX
49 Tt 1 Gant Rugg AN KXX
S Feemutraan de ngan Pihak Kenga ANX XXX
a1 Iak Beraujud AHX XXX
hZ Lain-Lain AKX XXX
53 Jumlah Aset Lainnva (48 s/d 52) XXX XX
a4
35 ]l}r‘IIJ\II ASET (13+31+41+45"53) WENY ENEE




16

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGEA PENDEK
Utang Perhutungan Prhak Keoga (PFK) NHX XK
Utang Bunga XXX XXX

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX

Utang Jangka Pendek Lainnya ANX XX

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 63) NN XXX

KEWAJIBAN JANGEKA PANJANG

Utang Dalam Negen - Sekior Perbankan XX XXX
o Dralam MNegen - Obligasi ANK HKK
Utang Jangka Panjang Lamnya AXX XX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 69) KNK NN
JUMLAH KEWAJIBAN (64+70) XXX KNX
EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Angoarean (SiLPA) XXX XK
|1C"I'.l|:I'|'|.I|.I:l ane Dhtan NAK XK
Cadangan Puutang XXX XXX
[:.Ill:l Crsc I.“i'..l'l'. XXX XXX
Dana vang Harus Disediakan untuk Pembayvaran Utang Jangka Pendek (xxx) (Xxx)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (76 s/d 80) MK XX
EKUITAS DANA INVESTASI
Dninvestasikan dalam Investas Jangka Pamang AXX XK
i dalam Aset Te AKX XXX
Dhiinvestasikan dalam Aset Lammyva XX XXX
Drana yvang Harus Dheediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang () ()
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (34 s/d 37) KNK NN
EKUITAS DANA CADANGAN
Dinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX XXX
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91) NEX KRN
JUMLAH EKUITAS DANA (81+88+92) XX KEX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (71+93) KXNX ESR

3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan
saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas
pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu.
Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas.



Tabel 3

Format Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS

FEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20%0
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Matacle Langsung
(Dalam Rupiah)

Ne. Uraian 2061 | 2000
T [Brus Kas dari Aktivitas Operasi

2 Brus Masuk Kas

3 Pencapatan Fajak Daerah WOC | K
4 Pendapatan Retibus Daerah Xl | WK
b Perndapatan Hasil Pennelnlaan Kekayaan Dazrah vang Dipisahkan WO | W
B Lain-lain FAD yang 2ah H0OC |
! Dzna Bagi Hasil Pajak LTI
8 Dzna Bagi Hasil Surmber Daya Alam KX |0
§ Diznz Alokasl Umum WO | MEE
10| Dana Alokasi Hhusus | R
11 Dana Ctonomi Khusus WO R
127  Dana Penyesusian W | A
14 Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 0
14| Pendapatan Bagi Hacil Lainnya WOL | K
15  Pendapatan Hibah AR | MR
16| Pendapatan Dana Darurat WO | W
17|  Pendapatan Lainnya W | WK
18 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17) AKX | XXX
19 |Arus Keluar Kas

0| Belanjz Fegawai LTI
11 Halanjz Barang REE S
42|  Bungs KA | MR
2 Subsid W | M
24| Hbah | M
25| Bartuan Sosial AR | R
16| Belanja Tak Terdugs Wl A
17|  BagiHasl Pajzk BOC | A
28| BagHasl Retnbusi Ked | 00
29 BaoiHasl Pendapstan Lannya W | W
il Jumlah Arug Keluar Kas {20 </d 29) X | XXX
1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Oparas! (18 - 30) x| XXX
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33 |Arus Masuk Kas

34 Fendapatan Fenjualan atas Tanah MO 3OO
L Fendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin HO O
36 Fendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan OO OO
37 Fendapatzn Fenjualan atas Jalan, Irigasi dan Janngan FR A
38 Fendapatzn dari Penjuzlan Aset Tetap R R
348 Fendapatan dari Penjuslan Aset Lainnya R e
40 Jumlah Arus Masuk Kas (34 sfd 39) K MM
41 |Arus Keluar Kas

42 Belarnja Tanah HoOL 3D
43 Belarj= Peralatan dan Mesin Moo OO
44 Belanja Gedung dan BEangunan RO o
45 Belanjza Jalan, Irgasi dan Jarinoan IR FORL
46 Belanja A=set Tetap Lainnya HG H
47 Belarja Aset Lainmya I M
48 Jumlah Arus Keluar Kas (42 sid 47) HAUX KX
44 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48) XAX WX
50 |Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

51 |Arus Masuk Kas

52 Fencairan Dana Cadangan O O
53 Hasil Penjualan Kekayaan Daerab yang Dipisahkan KOO O
S Finjarman Dalam MNegeri - Pemerintab Pusat HHH FOHM
25 Pinjaman Dalam MNegeri - Pemerintah Daerah Lainnya HDL Fo
o6 Finjaman Dalam MNegeri - Lembaga Keuangan Bank R HEA
a7 Finjarman Dalam MNegeri - Lembaoa keuangan Bukan Bank A FFER
jo1=] Finjarman Dalam Neger - Qoligasi HHH FEA
59 Finjaman Dalam MNegeri - Lainnya WRH R
50 Fernerimaan Kembal Finjaman kepada Ferusahasan MNegara A R
B1 Fenerimaan Hembali Pinjaman kepads Perusahazn Daesrah R FR
B2 Fenerimaan Hembali Finjaman kepada Pemerintah Daerah Lsinnya HG Horl
B3 Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) KA HHX
B4 |Arus Keluar Kas

B5 Pernbentulan Dana Cadangan W SO
s Perwertaan Maodal Femenntah Oasrah W SO
67 Pembayaran Pokok Pinanman Dalam Negen - Pemerintah Pusat W LR
G Pembayaran Pokok Pinjaman Oalam Megen - Pemerintah Daerah Lainnya R AR
f9 Fembayaran Pokok Pinjaman Dalam Megern - Lermbaga Keuanoan Bank A, AR
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negern - Lermbaga Keuangan Bukan Bank A hhd
71 Fembayaran Pokok Pinaman Dalam Negen - Ohligasi Lt hEY
72 Pembayaran Pokok Pinaman Dalam Megen - Lainnya YOO R
73 Pernberian Pinjaran kepada Perusahaan Megara W SO
74 Permberian Pinjaman kepada Perusahaan Dasrah W pErS
75 Pernberian Finjarnan kepada Pemerintah Daerah Lainnya W p
fH Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d T5) b4 44 TAX
i Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (54 - T6) XXX XXX
78 |Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

74 |Arus Masuk Kas

Bo Penerirnaan Perhitungan Fihak Ketiga [FFK) W 3ol
81 Jumlah Arus Masuk Kas (80 </d 80) XX b8 4
82 |Arus Keluar Kas

i Penpgeluaran Pernitungan Fibak Ketpa (PFK) WK R
i Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83) XXX XXX
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84) RAX ARX
bh Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49+ 77 + §3) KX ARX
By Saldo Awal Kas di BUD XXX XXX
Bg Saldo Akhir Kas di BUD {85 + 87) XXX AHH
BY Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran XXX AHX
a0 Saldo Akhir Kas di Bendahara Panerimaan XA AAA
91 Saldo Akhir Kas (88 + 89+ 90) XXX XXX
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4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan

juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan - ungkapan yang

diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara

wajar.
d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut (SAP : 2005) :

” Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran — ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas
yang dikehendaki :

1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi
yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa
lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan
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demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Informasi yang

relevan :

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik.
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu.

b) Memiliki Manfaat Prediktif.
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian
masa Kini.

c) Tepat Waktu.
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh
dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat
dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta
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secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan,
tapi jika hakikat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapt menyesatkan.
Informasi yang andal memenuhi karakteristik :
a) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b) Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji,
dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak
yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak
berbeda jauh.
c) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak
pada kebutuhan pihak tertentu.
. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke
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tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas

yang diperbandingan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi

yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada

periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk
itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta
adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.

e. Laporan Keuangan Konsolidasian

Menurut (SAP : 2005) :

” Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.”

3. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
Menurut (SAP : 2005) Pelaporan Keuangan pemerintah
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang — undangan yang
mengatur keuangan pemerintah, antara lain :
a. Undang — undang Dasar Republik Indonesia, khususnhya bagian

yang mengatur keuangan negara.
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b. Undang - undang di bidang keuangan negara
c. Undang - undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
d. Peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang
pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
e. Peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
f. Ketentuan perundang — undangan tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah.
g. Peraturan perundang — undangan lainnya yang mengatur tentang
keuangan pusat dan daerah.
4. Asumsi Dasar
Menurut (SAP : 2005) Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di
lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan
yang terdiri dari :
a. Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun
akuntansi, berati bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai
unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
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Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewenangan  entitas  untuk  menyusun  angaran  dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar
neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas
kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang
piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana
tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian
pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas
entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan
setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan

pengukuran dalam akuntansi.

5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Menurut (SAP : 2005) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat

standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara
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akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta
oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan
yang disajikan. Berikuti ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :
a. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
b. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut
pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara
kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di
masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
c. Prinsip Realisasi
Bagi Pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal
akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode
tersebut. Prinsip layak temu biaya — pendapatan dalam akuntansi
pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan
dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal
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Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwva lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.
Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu
dibagi menjadi periode — periode pelaporan sehingga kinerja entitas
dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat
ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun,
periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini
tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang
dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru
diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding
metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
6. Penyusunan Laporan Keuangan
Menurut (SAP : 2005), setelah semua transaksi — ransaksi yang
terjadi pada suatu pemerintah daerah baik transaksi yang berhubungan
dengan anggaran maupun dengan neraca dicatat dalam jurnal dan
diposting ke akun di buku besarnya masing — masing. Maka dilakukanlah
penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari penyusunan laporan
realisasi anggaran, penyusunan neraca, penyusunan laporan arus kas serta
catatan atas laporan keuangan.
a. Laporan Realisasi Anggaran
Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran besarnya estimasi
pendapatan disajikan pada kolom anggaran, yang merupakan target
yang harus dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintahan,
sedangkan besarnya realisasi anggaran disajikan pada kolom realisasi

yang menunjukkan target yang dicapai pemerintah daerah.
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Selanjutnya besarnya apropriasi belanja disajikan pada kolom
anggaran yang merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk
direalisasikan pemda dan begitu juga apropriasi transfer ke desa
disajikan pada kolom anggaran yang merupakan jumlah maksimal
yang diperkenankan untuk direalisasikan, sedangkan besarnya realisasi
anggaran belanja dan transfer ke desa disajikan pada kolom realisasi.

Pada anggaran penerimaan pembiayaan, besarnya estimasi
penerimaan pembiayaan disajikan pada kolom anggaran, sedangkan
besarnya realisasi penerimaan anggaran disajikan pada kolom realisasi.
Untuk anggaran pengeluaran pembiayaan, besarnya apropriasi
pengeluaran pembiayaan disajikan pada kolom anggaran sedangkan
besarnya realisasi pengeluaran pembiayaan disajikan pada kolom
realisasi.

Neraca

Dalam penyusunan neraca, terlebih dahulu disajikan neraca saldo
untuk neraca pemerintah yang diambil dari buku besar masing —
masing akun. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya
dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah — jumlah yang diharapkan akan

diterima atau dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal
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pelaporan dan jumlah — jumlah yang diharapkan akan diterima atau
dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas ) bulan.
Laporan Arus Kas

Laporan Arus kas menyajikan informasi penerimaan dan
pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan
dan non anggaran. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas opersi,
investasi aset non Kkeuangan, pembiayaan dan non anggaran
memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan
untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan
setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non
keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Satu transaksi tertentu bisa
mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas. Dalam penyusunan
laporan arus kas, sebaiknya pemerintah daerah menggunakan metode
langsung sesuai dengan yang dianjurkan dalam SAP.
Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas
hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.
Oleh karena itu Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi
yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat
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Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
Penyusunan Catatan atas laporan keuangan sebagai berikut :
1) Kebijakan fiskal/keuangan , ekonomi makro, pencapaian target UU
APBN/APBD,
2) lkhtisar pencapaian kinerja keuangan
3) Kebijakan akuntansi yang penting
4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan
5) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
6) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran
umum daerah
7. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut (Permendagri : 2006 ) Siklus akuntansi merupakan suatu
proses penyediaan laporan keuangan organisasi Selama suatu periode
tertentu. Alur proses siklus akuntansi keuangan daerah terdiri dari:

a. Siklus Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
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Tabel 4

Siklus Akuntansi SKPD

PPK SKPD

Pangguna Anggaran

PRED
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1. Berdasarkan Meraca Sakda SHPD,
PP¥ SKPD menyusun Laporan
Keuangan SKPD yang tendin dan:
- Leporan Realeas Anggaras
- Neraca
- Catatan Alas Laporan Kevamgan

[

. PPE SKPD menyerahkan Lasoran
Keuangan SKFD kepada Pengguns
Anggaran untuk dictormas.

[

. Pangguna Anggaran mengobiisas
Laporas HE'JEIIQEII SKEPD, dan
membual Sursl Fermyalasn.

4. Pangguna Anggaren menyarshkan
Laporan Keuangan SKPD benkut
Sural Permyalaan kegada PRED

K euangan EKPD
JLRe, Heraca

CHLE

Keterangan :
SKPD

LK

LRA

CALK

poran
Keuangan EKRD

Parrgalaan

: Satuan Kerja Perangkat Daerah
. Laporan Keuangan
: Laporan Realisasi Anggaran

: Catatan Atas Laporan Keuangan
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b. Siklus Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Tabel 5

Siklus Akuntansi SKPKD
Uradan BUD Fungsl Akunlansi SEPKD

‘Eeniansi Peraximaan Aenlansi Pengelioran Akanlansi ssal f Bt Solain

Kis Kas Hulang Kas
A BUL ez uressl Mota Eredit dan

Maota Delbel ke dalam Fegister
Jumal Peneremaan'Pengalusran
Kas

[

- BUD kemudian msngasing
jumal lersebul ke dalam Buku
Besar Kas

3. Bendssarkan Buky Beaar Kas,
BUD memboal Laporan Arus
K.as dan Laporen Posisi Kes
Harian

s

. BUD mesyyerabken Laporan T
frs Kas dam Lasoran Posis e Bail
Kas Hanan yang diampr Mots Harla Transaks
Horedil dam Mota Debel kepada
Fungsi Akustarai SKPED.

5. Bendsmarkan Laporan Posisl Kas L J
Harkan. Fungsd Sbourntans gl L, Figisir Jumal
SKPED melakukan panjurnalzan P“-:_;':H" FH@::TM
dalam Fegister Jurnal

Fenermasn Kas dan Regsber
Jumal Pengsluaran Kas.

. Fungsi Aostaral jugs men)urrsl
Bukt Memonal rarasis faelf
Hutaryy dam Bukli Mamortal
ransaksl Sekan Kas ke dalam
Fesgister Jurnal Umum

Fungsi Aoostanal SEPKD Bekn Besar SHFKD
memposleg jurrsl-urnal b ke

dalam Buku Besar SKEPRD

i

8. Berdsarkan Buky Besar Laporon
SEPED, Fungs Akuntans LS Fins
membual Nerass Saldo SKEPED

8. Fungsi Aoustarsi
Menggabusgkan Neraca Salda Hisengan SXPED LRA,
din Laporan Arus Ras dalam Heraoa, LAK, CALK)
ey uses Laporan Keusngen
SEPED [LRA, Meraca, CALK]

Keterangan :

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
LK : Laporan Keuangan

CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
LAK : Laporan Arus Kas

SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
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c. Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah

Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah
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Uraian

Fungal Akuntansi SEPED

PPED

SEKDA

KOH

-

PPELD.

2. Proses konsolidas 1sb
menghaslosn Laporan
Keuangan PERMDA dan
Pernjabaran LRA.

il

4. Laporan ¥ eusngsn
PERIDA, dam Laparan
Keuangan Perusahan
Ciaerah dsershkan alel
Fungsi Akunlans SKEPED
iz FEED uniuk detormas.

5. Gelelah memyolonaas
Laporan Keusngsan
PERMIDA, dam Laporan
Kauangan Perusahaan
Daerah, FRPED kemudian
menyerahian kedus
laporan leb Kepada SEKDA

=

T. Getelah memsrims Laporan
Kauangan FEMDA dan
Laparan K euangan
Perusahaan Daerak,
toespala Dwaerah membust
sural pemyslasn. Laporas
Kauangan PEMDA dan
Perusahaan Daerah
begerls Sural Persyslasn
KDOH bedanul ke proses
Periangguniiaasban
Palzk earea AFED.

Keterangan :

PEMDA
SEKDA
PPKD
KDH

. Fungsi Skunlans SEPRD
mekskukan korsoldas
[penggabursan) Laporsn
Esuangan EXPED dan
Laparan Eeuangan SKPD,
yarg disgrshkan ek

. Laporan Keuangan Femda
lersebul dzeta olsh
Laporan Keuangan
Perusahaan Daerak

SEE DA messruzkan kadua

laporan lersebul kepads
Fegals Deerah.

Keuanga
SHFED |LRA,
MNasaza, LEK,
CALE}

EEPO (LA
Mefin CALE

Konsoidas|

Jor
Koumagan
EXFPD{LAA

KWeraca, CALK

: Pemerintah Daerah
: Sekretaris Daerah
: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

: Kepala Daerah

LK PEMDS
LAA, Mormon,

LAK, CALE

Poyasabont
Dacrah

LH PEMIDA
fLRA, Heraza,

LK
Parcaraan
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Teori Kendala (The Theory of Constraints) atau TOC

a. Pengertian dan Jenis Kendala

Pada setiap perusahaan secara langsung mengalami adanya
keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber
daya yang terbatas atau dapat disebut dengan kendala. Sedangkan
menurut Gunadi (2004) :

“ Kendala adalah segala hal dalam perusahaan yang membatasinya
untuk mencapai tujuannya “.

Adapun kendala yang timbul dapat terletak pada kapasitas mesin
dan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan.
Ketepatan waktu dan kualitas dapat juga menjadi kendala, sehingga
seringkali target kurang dapat tercapai.
Menurut Hansen dan Mowen (2000:601-602), jenis kendala dapat
dikelompokan sebagai berikut

1. Berdasarkan Asalnya:
a. Kendala Internal (internal constraint)
Kendala Internal adalah faktor-faktor yang membatasi
perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya
keterbatasan sumber daya manusia.
b. Kendala eksternal (external constraint)
Kendala Eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi
perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya
permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari

pemasok.



1.

b.

35

2. Berdasarkan Sifatnya
a. Kendala mengikat (binding constraint)
Kendala Mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber
daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya
b. Kendala tidak mengikat atau kendur (loose constraint)
Kendala tidak mengikat adalah kendala yang terdapat pada
sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan
sepenuhnya.
Kaplan dan Atkinson (1998) dalam Sulistiowati (2004) menambahkan
pengelompokan kendala dalam tiga bagian, yaitu :
Kendala Sumberdaya (resource constraints)
Kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti
bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.
Kendala Pasar (market resource),
Kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari
penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan
Kendala Keseimbangan (balanced constraints)
Kendala Keseimbangan yang diidentifikasikan sebagai produksi dalam
siklus produksi.
Konsep Dasar dalam Teori Kendala
Teori kendala atau theory of constraints (TOC) merupakan
filosofi manajemen sistem yang dikembangkan oleh Eliyahu M

Goldratt sejak awal 1980-an. TOC menyatakan bahwa Kkinerja
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perusahaan (sistem) dibatasi constraints. Teori ini mengakui bahwa
kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya, yang
kemudian mengembangkan pendekatan kendala untuk mendukung
tujuan, yaitu kemajuan yang terus-menerus suatu perusahaan
(continious improvement). Menurut Blocler, Edward J et.al.
(2000:17) teori ini merupakan teknik stratejik untuk membantu
perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis
yang penting. Sedangkan Tersine (1994) dalam Sulistiowati (2004)
mendefinisikan TOC sebagai suatu filosofi perbaikan terus-menerus
yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian
tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan uang saat ini dan dimasa yang
akan datang serta untuk menetapkan suatu proses perbaikan terus-
menerus. Dengan kata lain, TOC memusatkan perhatian pada
kendala-kendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses
produksi. Menurut TOC jika hendak meningkatkan profitabilitas
perusahaan secara keseluruhan, maka manajer perlu mengidentifikasi
kendala-kendala yang ada, mengeksploitasinya dalam jangka pendek
dan dalam jangka panjang menemukan cara bagaimana mengatasi
kendala tersebut.
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Menurut SAP :

“Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah

setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang
ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dari laporan keuangan
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yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan

kepraktisan.”
Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi

dan laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idenya memuat segala informasi, laporan

keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang
memenuhi Kriteria materialitas. Informasi dipandang material
apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi

biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan
pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang
manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun
demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses
pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul
oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat
mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka
yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi
lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang

dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
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3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan
untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan keuangan
pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristisk dalam berbagai
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan
tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut
merupakan masalah pertimbangan profesional.

Pengertian Sumber Daya Manusia
Menurut Indra (1999),

Sumber Daya Manusia adalah Manusia yang hidupnya
bergantung pada dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berkepentingan
dan memerlukan sumber dari lingkungan, bahkan berhak diperlakukan
seadil — adilnya oleh lingkungan atau penduduk yang siap, mau dan
mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan
organisasional.”

Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu
menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga kompetitif generatif-
inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti : intelligence,
creativity dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi
kasar seperti otot dan sebagainya.

Pengertian Pelatihan

Menurut Bernandian & Russel ;

“ Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi
pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi

tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan
pekerjaannya. “
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Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman
belajar, aktivitas — aktivitas yang terencana dan didesain sebagai jawaban
atas kebutuhan — kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan
sering dianggap sebagai aktifitas yang paling dapat dilihat dan paling
umum dari semua aktivitas kepegawaian. Para majikan menyokong
pelatihan karena melalui pelatihan para pegawai akan menjadi lebih
trampil dan karenanya lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut
harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika para pegawai
sedang dilatih. Para pekerja menyukai pelatihan karena pelatihan
membebaskan diri dari pekerjaan mereka atau meningkatkan kecakapan
yang bisa digunakan untuk menguasai kedudukan yang sedang mereka
duduki atau yang akan mereka duduki. Jadi pelatihan hanya bermanfaat
dalam situasi dimana para pegawai kekurangan kecakapan dan
pengetahuan. Pelatihan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kriteria
seleksi yang tidak memadai, ketidaktepatan rancangan pekerjaan atau
imbalan organisasi yang tidak memadai. Pelatihan lebih sebagai sarana
yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota
organisasi yang kurang aktif sebelumnya, mengurangi dampak-dampak
negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang
terbatas atau kurangnya kepercayaan diri dari anggota atau kelompok

anggota tertentu.
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11. Pengertian Bendahara

a.

Bendahara Umum Daerah (BUD)

Menurut (SAP : 2005)

“ Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus

kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang
ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.”

Menurut (Permendagri : 2006)

“ Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah,
yang selanjutnya disingkat BUD”.

Tugas BUD menurut (Permendagri : 2006) adalah :

a.

b.

menyiapkan anggaran kas

menyiapkan surat penyediaan dana (SPD)

menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)

menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekeyaan daerah

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD

menyimpan uang daerah

melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi
daerah

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
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k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
I.  melakukan penagihan piutang daerah.
b. Bendahara Penerimaan

Menurut (Permendagri : 2006)

“Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”

c. Bendahara Pengeluaran

Menurut (Permendagri : 2006)

“ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangkat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”.

B. Kerangka Konseptual
Jalur konsep ini adalah melihat proses penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Pemerintah Kota Padang dalam penyajian Laporan Keuangan
dan kendala — kendala yang dihadapi dalam proses penerapan SAP.
Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang dibahas, maka kerangka
konseptual dalam pembahasan masalah ini adalah prose penerapan SAP yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan kendala — kendala yang dihadapi

olen Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan.



Gambar 1

Kerangka Konseptual
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya
dapat diambil kesimpulan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kota Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah
Kota Padang pada bulan Oktober 2007 dan sosialisasinya pada bulan
November. Padahal awal tahun 2007 Pemerintah kota seharusnya wajib
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari tujuh dinas yang
diteliti baru ada satu dinas yang tuntas menyelesaikan laporan keuangan
yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan, selebihnya baru pada tahap
penjurnalan. Untuk laporan arus kas sampai berakhirnya waktu penelitian
belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang yaitu
pertama Sumber Daya Manusia dibidang keuangan latar belakang
pendidikannya banyak yang bukan dari akuntansi, sehingga memiliki
kesulitan dalam memahami pencatatan dan siklus akuntansi yang
menyebabkan penyusunan Laporan Keuangan tidak tepat waktu, hal ini
bisa kita lihat beberapa dinas baru sampai pada jurnal atau neraca. Dinas
yang latar belakangnya dari akuntansi hanya terdapat pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan. Kendala kedua yaitu kurangnya pelatihan

yang diberikan oleh Pemerintah kota Padang dan hanya memberikan klinik
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akuntansi kepada tiap — tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa
konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. Kendala
ketiga vyaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan
sosialisasinya terlalu dekat. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
dilakukan pada bulan Oktober tahun 2007, sedangkan disosialisasikan baru
pada bulan November tahun 2007, padahal butuh waktu yang cukup lama
untuk memahami penyusunan laporan keuangan.
B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada
Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan jauh hari sebelum
keharusan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga ada
tenggang waktu untuk memahami Standar Akuntansi Pemerintahan,
apalagi Sumber Daya manusia latar belakang pendidikannya bukan dari
akuntansi

2. Pemerintah Kota Padang lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusianya dengan cara pertama memberikan beasiswa pendidikan
kepada Bagian keuangan khususnya untuk melanjutkan studinya sesuai
dengan pekerjaannya. Sumber Daya Manusia harus dibekali pengetahuan
akuntansi, baik di tingkat Pimpinan maupun karyawan supaya tidak ada
salah komunikasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kedua Pemerintah Kota Padang, sebaiknya sering memberikan pelatihan-

pelatihan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
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mengenai keuangan kepada Dinas-dinas atau kepada SKPD-SKPD. Dan
dalam memberikan pelatihan tersebut Pemerintah kota Padang sebaiknya

memberikan kesempatan minimal dua orang atau lebih.
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